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TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA

Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas
Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten. Gowa, maka
perlu diberlakukan Retribusi terhadap pemanfaatan
fasilitas tersebut :

b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut diatas, maka perlu

diatur dalam Peraturan Daerah.

Mcnéingat: 1. Undang-undang | Nr:..‘or 29 Tahun 1959 tentang
‘Pembentukan Dacrah-Daerah Tingkat 1l di Sulawesi
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822);



‘bJ

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikapg,
ndang- g

Lembaran Negara Rl Tahun 1985 Nomor 46, Tambahg,
(Lem £
Lembaran Negara
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan,

RI Nomor 3299);

Undang-undang
Lingkungan Hidup
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3715);

(Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 52,

Undang-undang Nomor 22  Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara RI Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 34 tentang Perubahan Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4048);

Peraturan Pemerintah Nomor v15 Tahun 1990 tentang Usaha
Perikanan  (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara R] -Nomor 3708);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi

Daerah  ( -
@ (Lembaran Negara RI Tatun 1997 Nomor 55

Tambahan Lembarap NegaraRI

Nomor 3692);
Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

. Kewenan i ga
an e '
gan Pemerintgh dan Kewenangan Propinsi Sebagal

Daerah Otonop (Lembaran

T Negara RI Tahun 2000 Nomor 54,
ambahan Lembaran Nega '

2Rl Nomor 3952),



10.

11.

DEWA

Keputusan Presiden R1 Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan  dan  benius
Rancangan Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan
Rancanean Keputusan Presiden;

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 198§
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Ting‘két II Gowa (Lembzran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa Nomor 10 Tzhun
1988 Seri D Nomor 5) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun ~...
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kena Dinas Dezrzh
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tzhun
2001 Nomor 3) ;

Keputusan Menter1 Dalam Negeri Nomor 174 Tahun TLOT
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerzh |
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun BaET
tentang Pedoman Taté Cara Pemeriksaan di Bidang Retioust

Daerah .

Dengan persetujuan

\ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOW =

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN  GOWA

ENTANG RETRlBUSI TEMPAT PELELANGAN
IKAN (TP).



BAB |
KETENTUAN UMU/M

Pasal 1

Dalam Peraiuran Daerah ini yang dimaksud dengan :
ala

L.

('S )

Daerah adalah Kabupaten Gowa ;

pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa ; -

Kepala Daerah adalah Bupati Gowa ;

Badan' adalah sekelompok orang dan/atau modal yang Merupakap
kesatuan yang melakukan usaha atau tidék melakukan usahg yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentyk
apapun; o

Tempat Pelelangan lkan yang selanjutnya disingkat TPI adalah
Tempat Pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan dengan sistem
transaksi secara lelang, dimana penawaran dilakukan secara terbuka
dan dengan harga meningkat :

Retribusi Tempat Pelelar;-gén Ti;'ah; vang selanju‘tny; disebut Retribus

adalah  Pembayaran  atas pelayanan  pemanfaatan tempai

~ Pelelangan -ikan-;

Wajib Retribusi adalap Orang Pribadi atau Badan yang menunt
Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakuka®



%

10.

11

Dengan nama Retribusi Tempat P

Pembayvaran atas Pela

Govek Renbust adalah Pelayanan d

Subjek  Reinbust adalah Orang

pelavanan dun pcmunl';l

S

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi
yang terutang ;

Qurat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan - untuk ~ mencart

mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban Retribusi

dalam rangka untuk tujuan iamn dalam melaksanakan Peraturan

Perundang-Undangan tentang Retribusi Daerah.

BAB Il :
NAMA. OBJEK PAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

elelangan lkan dipungut Retribusi sebagal

yanan dan pemanfaatan fasilitas TPL.
Pasal 3
an Pemanfiaatan TPL

jrasal 4
Pribadi  atau hadan vang Ml

qun lasiias Pl



BAB 111
i GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Pelelangan ikan digolongkan sebagai Retribusi Jag,

Umum.
| BAB IV .
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6 .

-

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan  tempar

pelelangan ikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamva tanf
Retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian/seluruh biava
penvelenggaraan, penvediaan dan pelavanan fasilitas TPL dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Nelavan Rp. 2.000,~sekah masuk
b. Pedagang ikan keliling ¢Pagandeng) Rp. 300.-sekali masuk
c. Pengunjung TPI (Peron) Rp. 200.-/sekali masuR

d:Pengusaha ik: | ) B TR
df ngusaha ikan _ Rp. 2.000.-/sckali masuk



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Gowa

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau

Dokumen lain vang dipersamakan.

BAB Vil
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain

vang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

. o O . . - waktunva 4atau

Dalam hal wapb retribust ndak membavar tcpat pada waktun
R S , shesar 2%o

kurane membavar dikenakan sanksl adnunistrasi berupa bunga set =
— [ . < -

(dua persen)  dari retribusi yang 1eTutang .



(1) Retribusl

(1)

BABX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

vang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka pejabat
vang berwenang ;
Tata cara pemboayaran, penvetoran, tempat pembayaran retribusi diatur

dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain vang sejens sebagal
awal undakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelan 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo.
Dal:; anoke : :
alam  jangka  wakw 7 twjuh)  hari seietah
1eo i : 2 p ; ) ’ RIS
suranperingatan/surat lain yang sejenis, wajib reunibus hard
Mg¢ QT rore: ] x
nelunasi FCribusinva vang terutane
gurat I‘ = ; Y
. eguran sebaoni ; et tgarkan OF
i Sehagaimana dimaksud pada avat (1) dikeluarkd
l ".‘ € Ie s - - .
clabat vang ditunjuk.



BAB XIll
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, kenngan dan
pembebasan Retribusi

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
kemampuan wajib retribusi. -3

(3) Tata carz pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetépkan

oleh Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 15

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya schingga
diancam Pidana kurungan paling

merugikan keuangan daerah
denda sebanyak-banyaknya

lama 6 (enam) bulan, atau
Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).
(2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat

pelanggaran. -

(1) pasal ini adalah



BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 16

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

Dacrah yang diber wewenang khusus sebagai penyidik untyk
melaicukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atay
retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomoy
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R}
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 3209).

(2) Wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari,mengumypulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menj gdi lengkap daﬁ jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulka:n keterépgan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan deﬁgan tindak pidé'ﬁé‘ retribusi  daerah
tersebut; | :

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan:tindak pidana dibidang‘ }etribusi daerab;

d  memeriks: huku-buku, catatan-catan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidahq dibidang retribusi daérah;

¢. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

- pembukuan, pencatatan dan  dokumen-dokumen . lain. Sert
melakukan penyitaan terhadap batian bukti tersebut;. -

L



BAB X1V
PENYIDIKAN

Pasal 16
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di  lingkungan Pemerintah,
Dacrah yang diberi wewenang khusus scbagai penyidik untuk
melai(ukaﬂ penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau
retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara R}

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3209).

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a. menernima, mencari,mengumyulkan dan meneliti keterangan étau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap daﬁ jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkz;n keterahv'gan mengenai
orang prbadi atau badan tentaﬂg kebenaran perbuatan yang
dilakukan  sehubungan deﬁgan tindak p-idé_né. retribusi  daerah
tersebut; : T

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dac orang pribadi atau

badan selubungan dengan tindak pidana dibidang reiribusi daerah;
d. memeriks:,



i1
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

pcnyidikan tindak pidana dibidang retribusi dacrah:

menyuruh  berhentidan atau melarang  seseorang meninggalkan

4=

ruangan atau teinpat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung

dan memeriksa idenutas orang atau dokumen yang dibawa

sebagaimana dimaksud pada huruf e

h. memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
daerah;

i memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau sanksi:

menghentikan penyidikan;

LS
.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik
tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum -yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainva penvidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Halhal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai tekhnis pelaksaannya diatur lebih lanjut dengan Kepumﬂ

Kepala Daerah.



Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
ers

Acar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
‘Qa ~ S

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Gowa.

Disahkan di Sungguminasa
Pada tanggal 5 Juni 2001

BUPATI GOWA

CLE / oD

* 7 H.SYAHRUL YASIN LIMPO. SHMS;

Diundangkan di Sungguminasa
Pada Tanggal 11 Junmi 2001

N l-) KABUPATEN GOWA
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NIP 1320008417 |
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